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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kewajiban
Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik
Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim
Di Negara Penerima dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan
Konsuler menegaskan bahwa kewajiban Negara penerima untuk
memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan
hukum yang menimpa warga Negara pengirim di Negara penerima
merupakan kewajiban yang harus dilakukan Negara penerima kepada
Negara pengirim jika terdapat warga Negara pengirim yang sedang
dihadapkan dalam persoalan hukum karena, notifikasi tersebut merupakan
salah satu bentuk untuk mewujudkan hak asasi warga Negara pengirim di
Negara penerima. Notifikasi tersebut juga merupakan sirine dari Negara
penerima supaya Negara pengirim melakukan kewajiban melindungi dan
memberikan pertolongan kepada warga Negara, Pasal 36 Kovensi Wina
1963 tentang Hubungan Konsuler juga dapat disebut sebagai Mandatory
Acces On Consular Notification.

Tentang perlakukan Kerajan Arab Saudi kepada Pemerintah
Indonesia yang tidak memberikan notifikasi ketika hendak melakukan

eksekusi mati warga Negara Indonesia Siti Zaenab, notifikasi sebenarnya
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diberikan kepada perwakilan Indonesia di Jeddah akan tetapi notifikasi

tersebut disampaikan oleh Pengacara Siti Zaenab bukan berasal dari

pejabat yang berwenang dari Negara penerima seperti yang dicantumkan
pada Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dan peristiwa tersebut merupakan

pelanggaran ketentuan isi dari Konvensi Wina 1963 terutama Pasal 36

tentang Notifikasi dan Konvensi Wina 1961 Hubungan Diplomatik Pasal 3

ayat (2)% mengenai Hubungan Konsuler yang dapat digantikan dengan

fungsi dari hubungan diplomatik sehingga Pemerintah Indonesia harus
menyampaikan protes keras atas tindakan Kerajaan Arab Saudi yang
melanggar Konvensi yang menimbulkan kerugian atas tindakan tersebut.
B. Saran
Berdasarkan penelitian mengenai Kewajiban Negara Penerima

Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang

Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara

Penerima, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Negara penerima merupakan Negara tempat locus delicti kejadian
kejahatan berlangsung sehingga hal ini merupakan kedaulatan Negara
penerima untuk menegakkan hukum nasional Negara terkait sehingga
wajar jika upaya-upaya yang dilakukan Negara asal warga Negara
yang terkena masalah hukum kadang menuai kegagalan akan tetapi
berdasarkan usaha-usaha yang telah dilakukan Negara asal untuk

membela warga negaranya yang telah dilakukan secara maksimal

8 Pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa “Tiada
ketentuan di dalam Konvensi ini yang boleh ditafsirkan mencegah pelaksanaan fungsi konsuler
oleh suatu misi diplomatik”
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seperti Pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Arab Saudi harus
diperhatikan kepada Negara penerima sehingga tidak terjadi
pelanggaran terhadap Pasal 36 Konvensi tentang Notifikasi sebab
bukan merupakan hal yang baik jika upaya-upaya pembebasan yang
telah dilakukan Negara pengirim selama terpidana ditangkap sampai
dieksekusi gantung, akan tetapi notifikasi tetap saja tidak diberikan
kepada Negara penerima padahal komunikasi terjalin diantara kedua
Negara.

2. Upaya-upaya diplomasi yang gagal tak jarang berimplementasi pada
hubungan diplomatik kedua Negara seperti disampaikannya nota protes
kepada Negara penerima. Dalam kehidupan masyarakat kedua Negara
secara umum dalam peristiwa tersebut sering disalah artikan yakni
seperti Negara penerima yang bersih kukuh terhadap putusan untuk
mengeksekusi mati seorang warga Negara asing padahal perbuatan
tersebut melanggar hak asasi manusia begitu juga pada Negara
pengirim yang membela warga negaranya diartikan sebagai pro
kejahatan, padahal hal tersebut merupakan hal yang diperbolehkan

dalam hukum internasional.
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